
GUBERNUR IUSA TEIGGARA TIMUR

PERATURH DAE― PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUH 2018

TENTNG

PENGELO― NB… G MILIK DAERAH

Menlmbang :

Mengingat

DEI{GAIT RAIIUAT TUIIAN YAITG MAIIA ESA

GI'BERIII'R ITUSA TEI|GGARA TIilT'R,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 511

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Barang MiUk Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ot1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundangundangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523$; l!
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 547);

Dengan Persetl■uan Bersama

DEVJAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROⅥ NSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMIIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEWGELOLAAN

BARANG tfriLtr.DAEjRAIH.. &

4.

5.

6

7
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BAB I
KEf,ENTUAIY T'MUM

Paral 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah

di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya

disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di
bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut ApBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara

Timur.

8. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalial, pengelolaan Barang Milik Daerah pada BLUD, pengelolaan

Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara serta ganti rugi dan sanksi.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola Barang

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada pD.

10. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pejabat Penatausahaan adalah pejabat yang bertanggungjawab

mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang

ada pada PD. E
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11. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengguna barang

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut kuasa

pengguna barang adalah kepala satuan keda atau pejabat yang ditunjuk
oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap

PD/Unit Ke{a.

14. Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi

tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

15. Rumah Daerah ada-lah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah

Daerah yang ditempati pejabat tertentu atau Aparatur Sipil Negara yang

ditetapkan.

16. Standarisasi Harga Barang adalah penetapan besaran harga barang sesuai
jenis, spesifikasi dan kualitasnya dalam I (satu) periode tertentu.

17. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan

kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam

rangka menyusun kebutuhan dan/atau pemeliharaan Barang Milik
Daerah yang akan datang.

18. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan
rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam
melaksanakan pemenuhan kebutuhan dana atau pemeliharaan Barang
Milik Daerah yang dituangkan dalam anggaran.

19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan
penentuan kebutuhan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan

alokasi anggaran yang tersedia.

2O. Pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan Barang Milik Daerah

yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan
penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di datam gudang atau
penyimpanan lainnya.

22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari
gedung atau tempat lain yang ditujuk ke pD.

23. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam
mengelola dan memtatausahakan barang milik daerah yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi pD. f
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24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD, dalam bentuk

sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah

guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

25. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

26. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu

tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

27. Ke{asama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan

penerimaan peendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

28. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana

berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya

diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

29. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana

berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan

untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangaka waktu

tertentu yang disepakati.

30. Ke{a Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI

adalah keq'asama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

31. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua

Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

32. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam
pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk lisik, administratif,
pengasuransian dan tindakan upaya hukwm. p
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33. Pemindahtanganan adalah pengalihaan kepemilikan Barang Milik Daerah

sebagai tindak lanjut dari penghapuasan dengaa cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan seb"gai modal pemerintah

Daerah.

34. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Iisik dan/atau kegunaan
barang milik daerah.

35. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari
daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna

dan/ atau pengelola dari tanggung jawab administarsi dan lisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

36. Penjualan barang adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

37. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang
dilakukan antara Pemerintah dengan pemerintah Daerah, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah/pemerintah Daerah dengan
pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang,
sekurang-kurangnya dengal nilai seimbang.

38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah kepada
Pemerintah Daerah, dari pemerintah Daerah kepada
Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh
penggantian.

39. Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan ssfagai modal/saham daerah pada Badan usaha Milik
Daerah atau Badan Hukum lainnya.

40. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

41. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan
dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

42. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan
pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunalan
metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Daerah. !9

-5-



43. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar

yang membuat data barang yang digunakan oleh masing-masing

penggunaan barang.

44. Pihak l,ain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi:

a. barang milik daerah;

b. pejabat pengelola barang milik daerah;

c. perencanaan kebutuhan barang milik daerah;

d. pengadaan;

e. penggunaan;

f. pemanfaatan;

g. pengamzrnan dan pemeliharaan;

h. penilaian;

i. pemindahtanganan;

j. pemusnahan;

k. penghapusan;

1. penatausahaan;

m. pembinaan, pengau/asan dan pengendalian;

n. Pengelolaan barang milik daerah pada BLUD;

o. barang milik daerah berupa Rumah Negara; dan

p. ganti rugi dan sanksi.

Paral 3

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas fungsional,

kepastian hukum, transparan dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan

kepastian nilai.

Paral 4

Pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:
a. menyeragamkan langkah-Iangkah dan tindakan dalam pengelolaan barang

milik daerah;

b. memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam
Pengelolaan barang milik daerah;

c. mengamankan barang milik daerah; dan

d. memberikan nilai tambah bagr setiap barang milik daerah bagr

sebesar-besar kemakmuran masy arakat. $
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Pasal 5

Pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk:
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan pembangunan daerah;

b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
c. mewujudkan Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan

efrsien; dan

d' meningkatkan kemanfaatan pengelolaan barang milik daerah untuk
meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat
secara optimal.

BAB II
BARAITG MILIK DAERAH

Pasal 6

(1) Barang milik daerah meliputi:

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ApBD; dan
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang milik daerah s6fagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan ata.u yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;
c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_

undangan;

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal
Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (l)
dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau
diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada
pemerintah.

(21 Barang milik daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tidak
dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un dangan. g
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Paral 8

(1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban ApBD

sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufa, dilengkapi dengan

dokumen pengadaan.

(21 Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilengkapi
dokumen perolehan.

(3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 9
(1) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,

meliputi:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan

modal Pemerintah Daerah.

(21 Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis seba gaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah / sumbangan atau yang sejenis
dari negara/lembaga intemasional sesuai peraturan perundang-

undangan.

BAB tII
PE.'ABAT PEI|GEI,OLA BARANG MILIK DA.ERAH

Baglan Keratu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Miltk Daerah

Paral 10

(l) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

l2l Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan

barang milik daerah; $
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c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah;

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik
daerah;

e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang

memerlukan persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan

penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;

g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah

dan/atau bangunan; dan

h. menyetujui usul pemanfaatan barang mitik daerah dalam bentuk

keq'asama penyediaan infrastruktur.

Baglan Kedua

Pengelola Barang

Pasal 11

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung
jawab:

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan f perawatan

barang milik daerah;

c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan
penghapusan barang milik daerah;

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah

disetujui oleh Gubernur atau DPRD;

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik
daerah; dan

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik
daerah.4
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Bagian Ketlga
PeJabat Penatautahaan Barang

Paral 12

(1) Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah
selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai wewenang dan tanggungiawab:

a' membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola

Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik
daerah kepada Pengelola Barang;

c. memberikan pertimbangan kepada pengelola Barang atas pengqiuan
usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan Gubernur;

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan
penghapusan barang milik daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan
pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh
Gubernur atau DPRD;

f. membantu Pengelola Barang dalam peraksanaan koordinasi
inven tarisasi barang milik daerah;

g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang telah diserahkan dari pengguna Barang yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKpD
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui
Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola

Barang;

h. mengamankan dan memerihara barang m ik daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf g;

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan barang milik daerah; dan

j. menyusun laporan barang milik daerah. Q
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Baglan Keempat

Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang

Paral 13

(1) Kepala PD selaku Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berwenang dan
bertanggungjawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah bagi PD yang dipimpinnya;

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melal<ukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pD yang
dipimpinnya;

e. mengamarkan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain, kepada Gubemur melalui pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas

penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran

dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam
penguasaannya kepada Pengelola Barang. S
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(2)

(3)

Pasal 14

Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Gubemur atas usul Pengguna Barang.

Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan

objektif lainnya.

Baglan Kellma
PeJabat Penataurahaan Pengguna Barang

Paral 15

Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat penatausahaan pengguna

Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik
daerah pada Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 berwenang dan bertanggung jawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah pada Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang

Pembantu;

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan

barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain

tanah dan/atau bangunan; P

(2)

(3)

(4)

-13-



e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang

tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik

daerah;

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan
oleh Pengurus Barang dan/atau pengurus Barang pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat permintaan Barang (SpB)

dengan menerbitkan Surat Perintah penyaluran Barang (SppB)

untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang
penyimpanan;

i. meneliti dan memverilikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap
semester dan setiap tahun;

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas
perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh
Pengurus Barang Pengguna dan/atau pengurus Barang pembantu.

Baglan Keenam

Pengurus Barang pengelola

Pasal 16

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Gubemur atas usul pejabat

Penatau sahaan Barang.

{21 Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada

Pejabat Penatau sahaan Barang.

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang dan bertanggungiawab:

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencarra kebutuhan barang milik
daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusuna.n rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada pejabat

Penatausahaan Barang; !
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(4)

(5)

(6)

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan

persetujuan Gubernur;

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,

dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan
pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam
pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,

dan penghapusan barang milik daerah;

e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan fungsi PD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada

Gubernur melalui Pengelola Barang;

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;

g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa

Pengguna Barang;

h. melakukan rekonsiliasi datam rangka penyusunan laporan barang
milik daerah; dan

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang pengguna

semesteran dan tahunan serta Laporan Barang pengelola sebagai

bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola Barang
melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi pengurus

Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu pengurus Barang
Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan,

pekerl'aan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang
anggarannya dibebankan pad.a APBD. &
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Baglan KetuJuh

Pengunrs Barang pengguna

Pasal 17
(1) Pengurus Bara,g Pengguna ditetapkan oleh Gubernur atas usul

Pengguna Barang.

(21 Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berwenang dan bertanggungjawab :

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dari beban ApBD dan perolehan
lainnya yang sah;

c. melalsanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada

Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DpRD dan barang
milik daerah selain tanah daa/atau bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa
tanah d,an/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna Barang dan sedang
tidak dimanfaatkan pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i. menyiapkan Surat permintaan Barang (SpB) berdasarkan nota

permintaan barang;

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SpB) kepada pejabat

Penatau sahaan Barang pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran

Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan
barang;

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
m. memberi label barang rrrilik d,aerah; $
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n. mengajukan pernohonan persetujuan kepada pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik
barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen
kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan

asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan

kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti
oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan
secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksaaaan tugasnya kepada

Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(41 Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi pengurus

Barang Pengguna dapat dibantu oleh pembantu pengurus Barang
Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan,

peke4'aan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekeq'aan/penjualan tersebut yang

anggarannya dibebankan pada APBD.

Baglan Kedelapan

Peagurus Barang Pembantu

Pasel 18

(1) Gubernur menetapkan Pengurus Barang pembantu atas usul Kuasa

Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(21 Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang
dikelola, beban keg'a, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang dan bertanggungiawab :

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran

barang milikd,aerah; $
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b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan

lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada

Kuasa Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang tidak memerlukan persetuj uan DPRD dan barang

milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa

tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan

sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan

penghapusan barang milik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota

permintaan barang;

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa

Pengguna Barang;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran

Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan

barang;

1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran darr tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat

Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang

atas perubahan kondisi lisik barang milik daerah pengecekan fisik
barang;

o. melakukan stock opname barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara Lain: fotokopi / salinan dokumen

kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan

asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang

Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan &
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(2)

(3)

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah

diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus

Barang Pengguna.

(41 Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak
langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, peke{aan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan
pada APBD.

BA'B IV
PEREISCIIITAAN KEBUTI'HAJT BARAITG UILIK DAIRAH

Pasal 19

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakal barang milik daerah yang ada pada pengelola Barang

dan/ atau Pengguna Barang.

Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik
daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan

RKBMD.

Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. perenc€rnaan pengadaan Barang Milik Daerah;

b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

c. perencanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah;

d. perencanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan

e. perencanaan penghapusan Barang Milik Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun
setelah rencana keq'a (Renja) SKPD ditetapkan.

Perencanaan kebutuhan sebasaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan salah satu dasar PD dalam pengusulan penyediaan

anggaran untuk kebutuhan baru (new inuiatiue) dan angka dasar
(baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggar:rn.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Renja

IKPD.9

(4)

(5)

(6)

(7)
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(8)

(9)

Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1), kecuali

untuk penghapusan, berpedoman pada:

a. standar barang;

b. standar kebutuhan; dan/ atau

c. standar harga.

Penetapan standar barang, standar kebutuhan dan/ atau standar harga

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Gubernur berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengguna Barang menghimpun usulan rencana kebutuhan barang milik

daerah yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di

lingkungan PD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Pengelola Barang untuk melakukan penelaahan dengan

memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/ atau

Pengelola Barang.

Pagal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perencanaan

Kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah diatur dengan Peraturan

Gubernur.

BAB V
PENGADAAI|

Pa*l22
(1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip

efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

(21 Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 23

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang

milik daerah kepada Gubernur melalui Pengelola Barang Milik Daerah

untuk ditetapkan status penggunaannya.

l,aporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran

dantahunan. &

(2)

(2)
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BAB VI
PEIY(X}T'I{AAI[

Pasal 24

(1) Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah.
(21 Gubernur dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas

Barang Milik Daerah sebagaimsna dimaksud pada ayat (l) selain tanah
dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengetrola Barang.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah
Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau
dengan nilai tertentu.

(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh

Gubernur.

(5) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tahunan.

Pasal 25

(1) Penggunaan barang milik daerah meliputi :

a. penetapan status penggunaan barang milik daerah;

b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;

c. penggunaan sementara barang milik daerah; dan

d. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk

d ioperasikan oleh pihak lain.

(21 Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk :

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan

b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan

umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 26

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:

a. barang persediaan;

b. konstruksi dalam penge{aan (KDP);

c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;

dan

d. aset tetap renovasi IATR\. e
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(2)

(3)

(4)

(5)

(2)

Parp,l 27

Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan ditakukan apabila diperlukan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna Barang dan/atau Kuasa
Pengguna Barang yang bersangkutan.
Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna Barang
kepada Gubernur melalui pengelola Barang.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
apabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimalsud pada ayat (2)

telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan daram jangka
waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
Gubemur mencabut status penggunaan atas barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna Barang 56lagaimana
dimaksud ayat (2).

Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak diserahkan kepada
Gubernur, Pengguna Barang dikenalan sanksi berupa pembekuan
dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.

Paral 28

Gubernur menetapkan barang m ik daerah yang harus diserahkan oleh
Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna Barang dan/atau kuasa
Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oteh pihak lain.
Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Gubernur memperhatikan :

a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan

dan menunjang tugas dan fungsi pengguna Barang;

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c antara lain
termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang
dilakukan oleh Pengelola Barang atau Gubernur dan laporan dari
masyarakat. Q

(3)
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(41 rindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penetapan status penggunaan;

b. pemanfaatan; atau

c. pemindahtanganan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan barang
milik diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMAI{FAATAIT

Baglan Kesatu

Krlterla Pemanfaatan

Pasal 3O

(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakal oleh:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur, untuk barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang dengan persetujuan pengelola Barang, untuk
barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang
masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau
bangunan.

{21 Pemanfaatan baralg milik daera-h dilaksana}al berdasarkal
pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan

kepentingan umum.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah

daerah.

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan

persetu-juan DPRD.

Baglan Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Paaal 31

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

a. Sewa;

b. Pinjam Pakai;

c. Kerja Sama Pemanfaatan;

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 4
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Baglan Ketlga

Sewa

Pasal 32
(1) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimama dimaksud dalam pasal 3l

huruf a dilaksanakan terhadap:

a. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah

diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur;
b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang

masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2\ Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan

Gubernur.

(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna Barang setelah

mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 33
(1) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat

disewakan kepada pihak lain.

(21 Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang.

(3) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
a. keg'a sama infrastruktur;

b. kegiatan dengan karalteristik usaha yang memerlukan waktu sewa

lebih dari 5 (lima) tahun; atau

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(4) Formula tarif/ besaran sewa barang daerah sebaga.imana dimalsud
dalam Pasal 26 ayat (l) berupah tanah dan/atau bangunan ditetapkan

oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran sewa atas Barang Milik Daerah untuk Ke5'a Sama Infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan

dengan karalcteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5
(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat

mempertimbangkan nilai ekonomi dari masing masing jenis

infrastruktur. Q
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(6) Formula tarif/ besaran sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada kebijakan
pengelolaan Barang Milik Daerah.

(7\ Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat
(l) dilaksanakan berdasarkan pe{'anjian, yang sekurang-kurangnya

memuat:

a. para pihak yang terikat dalam pe{anjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
c. tanggung jawab penyewa atas operasional dan pemeliharaan selama

jangka waktu sewa;

d. hakdan kewajiban parapihak; dan

e. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan

kategori bentuk kelembagaan penyewa;

(8) Hasil sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26

ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan
ke rekening Kas Umum Daerah.

(9) Penyetoran uang sewa sebagrmana dimaksud pada ayat (8) harus
dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum ditandatanganinya peq'anjian Sewa Barang Milik Daerah.

(10) Dikecualikan dari ketentuan sgfagaimana dimalsud pada ayat (9),

penyetoran uang sewa Barang Milik Daerah untuk kerjasama
infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan
Pengelola Barang.

Bagian Kecmpat

PlnJam Pakai

Pasal 34
(1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal

3l huruf b dilaksanakan antara Pemerintah dan pemerentah Daerah

atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.

(21 Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) paling lama 5 (lima ) tahun dan dapat diperpanjang I (satu)

kafi. Q
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(3) Pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan berdasarkan peq'anjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam pe{anjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
c. tanggung jawab pinjam atau biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka waktu peminjaman.

d. hak dan kewajiban para pihak; dan

e. peruntukan pinjam pakai.

Baglan kelima
KerJa Sama Pemanfaatan

Pasal 35

Keq'asama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 hurufc dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau
b. meningkatlan pendapatan daerah.

Pasal 36

(1) Keq'asama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dilaksanal<an terhadap:

a. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah

diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur;

b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunaan.
(2) Kedasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagai6416

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang

setelah mendapat persetujuan Gubemur.
(3) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan hurufc dilaksanakan oleh Pengguna

Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. &
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Pasal 32

(1) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
a' ketentuan tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam ApBD

untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau
perbaikan yang diperrukan terhadap barang milik daerah tersebut;

b' mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan merarui tender, kecuali
untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan
penunjukan langsung;

c. penunjukan langsung mitra kerja sama pemanfaatan atas Barang
Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
huruf b, dilakukan oleh pengguna Barang terhadap Badan Usaha
Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilawah kerja tertentu
sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan;

d. mitra keq'a sama pem€rnfaatan harus membayar konstribusi tetap
setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagran ketentuan hasil kerja sama pemanfaatan
ke rekening Kas Umum Daerah;

e. besaran pembayaran konstribusi tetap dan pembagian keutungan
hasil keq'a sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim
yang dibentuk oleh:

1. Gubenur untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan; atau

2' Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah serain
tanah dan/atau bangunan.

besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagran keuntungan
hasil kerj'a sanna pemanfaatan harus mendapat persetujuan
Pengelola Barang;

dalam keq'asama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian
keuntungannya dapat berupa bangunan berserta fasilitasnya yang
dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk
sebagai obyek kerja sama pemanfa atat; &

i

g
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(2)

(3)

h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
konstribusi tetap dan konstribusi pembagian keuntungan

sebagaimana dimaksudkan pada huruf g, paling banyak 10%

(sepuluh persen) dari total penerimaar kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan;

i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap

dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan

Barang Milik Daerah;

j. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan

dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah

yang menjadi obyek kerja sama pernarrflaatan; dan

k. Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 3O (tiga puluh)

tahun sejak pe{anjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Semua biaya persiapan kerja sama pemzrnfaata.n yang terjadi setelah

ditetapkannya mitra keq'a sama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan

keg'a sama pemanfaatan menjadi beban mitra ke{a sama pemanfaatan.

Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf k tidak berlaku dalam hal kerja sama pemanfa.atan atas Barang

Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa:

a. infrastrulrtur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau

danau, bandar udara, dan/atau terminal;

b. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku

dan / atau waduk/ bendungan ;

c. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku,

jaringan transmisi, jaringpm distribusi' dar, / atatt instalasi

pengelolaan air minum;

d. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengelolah air limbah,

jaringan pengumpul dan/ atau jaringan utama, dan/atau serana

persampahan meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;

e. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;

f. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi'

distribusi dan/atau instalasi tenaga- listrik; dan/atau

g. infrastrulrtur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi

pengelolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau

distribusi minyak dan/atau gas bumi. &

-28-



(4)

(5)

(6)

Jangka waktu keq'a sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat
diperpanjang.

Dalam hal mitra kerja sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah

untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berbentuk Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, kontribusi tetap dan
pembagran keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 7Oo/o

(tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufe.
Besaran kontribusi tetap dan pembagran keuntungan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang.

Baglan Keenam

Bangunan Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pa;al 38
(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3l huruf d dilaksanakan dengan
pertimbangan:

a. pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bag
penyelenggaraan pemerintahaan daerah untuk kepentinga,n

pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;

dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan

fasilitas tersebut.

(2\ Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah

56fagaimsls dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Barang

Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 39

Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil
dari pelaksanaan bangunan guna serah atau serah guna sebagaimana

dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

fungsi PD terkatt. 4
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Pasal 40

(1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama

30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani'

(21 Penetapan mitra bangunan guna serah atau mitra bangun serah guna

dilaksanakan melalui tender.

(3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan, selama jangka waktu

pengoperasian:

a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap

tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan

tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

b. wajib memelihara obyek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah

Guna; dan

c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:

1. tanah yang menjadi obyek Bangun Guna Serah atau Bangun

Serah Guna;

2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

dan/atau

3. hasil Bangun Serah Guna.

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau

Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 107o (sepuluh persen).

(5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan

berdasarkan pedanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Para pihak yang terikat dalam pe{anjian;

b. obyek bangun guna serah atau bangun serah guna;

c. jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah gu.na;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan

e. Peruntukan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

(6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau

Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.

(7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau

Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau

Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangk utan. &
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(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus menyerahkan obyek Bangun Guna Serah kepada
Gubernur pada alhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan
audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 41
Bagun Serah Guna Baralg Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal

4O ayat (8) dilaksanakan dengan ta"ta. cara:

a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan obyek Bangun Serah

Guna kepada Gubernur setelah selesainya pembangunan;

b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Gubernur ditetapkan
sebagai Barang Milik Daerah;

c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jangka waktu yang

ditefapkan dalam pef anjian; dan

d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek Bangun Serah

Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah

sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Bagtan KetuJuh

KerJa Sama Penyedlaan Infrastruktur
Pasal 42

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah

dilaksanakan terhadap:

a. barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada

Pengelola Barang/Pengguna Barang;

b. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan

yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau

c. barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan.

(21 Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Baralg Milik Daerah

pada Pengelola Barang sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur.

(3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah

pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang

dengan persetujuan Gubenrlur. 4
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Pasat .tg

(1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Mitik Daerah
dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan
usaha yang berbentuk:

a. perserozrn terbatas;

b. badan usaha milik negara;

c. badan usaha milik daerah; dan/atau
d. koperasi.

(3) Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50
(lima puluh) tahun dan dapat diperpaljang.

(4) Penetapan mitra Kerja Sama penyediaan Infrastruktur dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan,
selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan

Barang Milik Daerah yang menjadi objek Keq'a Sama

Penyediaan Infrastruktur;

b. wajib memelihara objek Ke4'a Sama Penyediaan Infrastruktur
dan barang hasil Keg'a Sama Penyediaan Infrastruktur; dan

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang

terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang

ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).

(6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf c, disetorkan ke Kas Umum Daeral..

(7) Formulasi dan/atau besaran pembagran kelebihan keuntungan

(cla utback) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, ditetapkan

oleh Gubernur.

(8) Mitra Ke{a Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan

objek Keda Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Ke{a
Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah pada saat

beralhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai

pe{anjian.

(9) Barang hasil Keq'a Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang

Mmk Dacrah ttak dSerahkan kepada PcmeHntah sesutt pettattian.多
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Baglan kedelapan

Tender

Pasal 44

Tata cara melakukan Tender adalah:

a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;

b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling

sedikit 3 (tiga} peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;

c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3
(tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional;

dan

d. dalam hal setelah pengumuman ulang:

I . terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses

dilanjutkan dengan mekanisme tender;

2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan

proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung;

atau

3. terdapat I (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan

proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan

langsung.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang

milik daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEI| GAilAITAIT DAI{ PEUELIHARAAIT

Bagian Keratu

Pengamanan

Paml 46

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang

w4jib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya.

Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. pengamanan fisik;

b. pengamanan administrasi; dan

c. pengamanan ]nukum. &

(2)
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Pasal 47
(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama

Pemerintah Daerah.

(2) Barang milik daera,h berupa bangunan harus dileng!<api dengarr

bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi

dengan dokumen perolehan/kepemilikan atas nama Pemerintah

Daerah.

Pasal 48

(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan

tertib dan aman.

(21 Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh

Pengelola barang.

Pasal 49

Gubernur dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam

rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Baglan Kedua

Pemeliharaan

Pasal 5O

(1) Pengelola dan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna bertanggung jawab

atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah

penguasaannya.

(21 Pemeliharaan barang miljk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah.

(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

(4) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak

lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra

pemanfaatan barang milik daerah. p.
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(2)

１
■

(2)

(2)

(3)

Pe$I 51

Kuasa Pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang
berada dalam kewenang€rnnya dan melaporkan daftar hasil
pemeliharaan tersebut kepada Pengguna secara berkala-, selanjutnya
Pengguna wqiib membuat dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan

barang yang berada dalam kewenangannya kepada pengelola.

Pembantu Pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (U dan men5rusun daftar hasil pemeliharaan barang yang

dilakukan dalam 1 (satu) tahun ansgaran sebagai lampiran
perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan serta bahan untuk
melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik
daerah.

BAB TX

PEIIILAIAIT

Pa$l 52

Penilaian barang milik daerah dikecualikan untuk:

a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka pen1rusunan neraca

pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar

Akuntansi Pemerinta-han (SAP) -

Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah

dibebankan pada APBD.

Pa$l 53

Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam

rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah; atau

b. Penilai Publik yang dilsrapkan oleh Gubernur.

Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuart

peraturan perundang-u ndang;an. $
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Pasal 54
(1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam

rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang
dilsfapkan oleh Gubernur, dan dapat melibatkan penitq.i yang diteraFkan
Gubernur.

(21 Penilaian barang mitik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh

Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang
milik daerah hanya merupalan nilai taksiran-

(41 Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 55

(l) Dalam kondisi tertentu, Gubernur dapat melakukan penilaian kembali

dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah

ditetapkan da-lam neraca pemerintah daerah.

(2) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah

dilaksanakan berdasarkan kebljakan yang ditetapkan oleh Gubemur

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasel 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur

dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PEUtrTDA}ITAITGAITAIT

Pasal 57

(1) Barang milik daerah yang tidak diperlukar fagi penyelenggiaraan tugas

pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

(21 Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

a. penjualan;

b. tukar menukar;

c. hibah; atau

d. penyertaan modal Pemerintah Daerat^.4
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Pasal 58
Tata cara pemindahtanganan barang milik daerah dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB llr
PEMUSI{AITAN

Pesal 59
(1) Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak
dapat dipindahtangankan ; atau

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(21 Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Gubernur, untuk barang milik daerah pada pengguna

Barang.

(3) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Gubernur, untuk barang milik daerah pada Pengelola

Barang.

(4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 60

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan dengan cara:

a. dibakar;

b. dihancurkan;

c. ditimbun;

d. ditenggelamkan;atau

e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE XII
PEITGIIAPUSAN

Pasal 61

(1) Penghapusan barang mifik daerah meliputi:

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang

Kuasa Pengguna;

b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan

c. penghapusan dari Daftar Barang MtllIt. Daerah.4
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(2)

(21 Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XIII
PEI{ATAUSAIIAA"IT

Baglan Kesatu

Pembukuan

Pasal 62

Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang

milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus melakukan
pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status
penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

ke dalam DaJtar Barang Pengguna lDaftar Barang Kuasa Pengguna

menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pasal 63

Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang

Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan

himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa pengguna

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan daftar barang pengelola

menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua

Inventarlsasl

Pasal 64
Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)

berupa persediaan dan konstruksi dalam pengeqiaan, inventarisasi

dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

Pengguna Baralg menyampaikan laporan hasil Inventarisasi

ssbqgairnan4 dima,ksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola

Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. 4

(2)

(3)

(2)

(3)
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(2)

(3)

Pasal 65
Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah
dan/ atau bangunan yang berada dalam penguasa€rnnya paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 5 [ima) tahun.

Baglan Ketlga

Pelaporan

Pasal 66

Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa
Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa pengguna Tahunan
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa pengguna

Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.
I"aporan barang Pengguna seb, ga imana dimaksud pada ayat (2)

digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pD untuk
disampaikan kepada Pengelola barang.

Pasal 67
Pengelola Barang harus menyusun laporaa barang Pengelola semesteran

dan laporan barang Pengelola tahunan.

Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna

semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) serta laporan barang Pengelola

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan

barang milik daerah.

Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Tata cara pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. I

(2)

(3)
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BABXrl'
PEI{GAWASAI| DA.r PEI|GEI{DALIAIT

Pasal 69

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan

oleh:

a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau

b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasel 7O

Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap

penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pemeliharaan, dal pengamanan barang milik daerah yang herada di

dalam penguasaannya.

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) untuk Unit Kerja PD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat

pengawas internal pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut

hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (21.

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil

audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang

milik daera.h, dalam rangka penerLiban penggunaan, pemanfaatan' dan

pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawas

internal pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan

penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah'

Hasil audit sslageimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-un d'angan' $

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)
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BA'B ,rt'
PEI{GELOLAAN BARAITG ilILIK DAERAII

PAI'A PERANGXAT DAERATI YAITG MENGGUNAI(AI{ POI,A

PENGELOI"AAIT KEUAITGAil BADAN LAYAJTAN T'MUM DAERAH

Pe*l 72

(1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan I-ayanan Umum Daerah

merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk

menyelenggarakan keglatan Badan L,ayalan Umum Daerah yang

bersangkutan.

(2\ Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola

dan /atau dimanfaatl<an sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan

pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum

Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

BA'B ,rTII

BARANG UILIK DAIRAII BER,I'PA RUUAII IIEGARA

Pasal 73

(1)Rumahnegaramerupakalbarangmilikdaerahyangdiperuntukkan
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta

menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

(2\ Gubernur menetapkan status penggolongan rumah negara'

(3)PenetapanstatussebAgeimznadimaksudpadaayat(2)sesuaiketentuarr
peraturan Perundang-undangan.

BAB I(VII

GAITTI RUGI DAII SAITKSI

Pasal 74

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran

hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui

tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-u ndarrgan. &
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BAB 
'ffUI

PEIYDAI{AAIT

Pasal 75

Pendanaan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur; dan

2. Sumber Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIX

IT TEITTUAIT LIUIT-LIUI|

Pasal 76

(1) Pejabat atau pegawai yang rnelaksanakan pengelolaa.n barang rnilik

daerah yang menghasilkan penerimaan daerah dapat diberi insentif.

(21 Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan

tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau tunjangan

kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengeloLaan barang

milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB 
'O(

XETEI{TUAN PERALII{A,IT

Prgn.l 77

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum

mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Gubernur dapat

menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang

Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan

permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai

dengan perjanjian kepada Gubernur, dengan melampirkan:

1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan

2. laporan hasil audit aparat pengawas internal Pemeilmtah. 4
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b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa
persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia

seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah

dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar

Menukar dengan ketentuan:

1. pengelola barang memastikan nilai barang pengganti sekurang-

kurangnya sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang

dipertukarkan; dan

2. pengelola barang membuat pemyataan bertanggungiawab penuh

atas pelaksanaa tukar menukar tersebut.

(21 Gubernur dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas barang

milik daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.

(3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemanfaatan sebelum

diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b sepenuhnya menjadi tanggungiawab para pihat dalam

pemanfaatan dan tukar menukar tersebut.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengzrmanan, pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan dan

pengendalian barang milik daerah yang telah mendapatkan persetujuan

dan/ atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku

dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

b. seluruh kegiatan perencanaan, kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengaman€rn, pemeliharaan,

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang belum

mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang,

proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini. &
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Pasal 29
Perjanjian Ke4'a Sama pemanfaatan Barang M,ik Daerah yang telah
dilaksanakan oleh Badan Layanan umum Daerah sebelum peraturan Daerah
ini berLaftu, dinyataka, terap berraku dengan ketentuar wajib disesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IOil
XETENTUAI5 PEIYUTT'P

Pasal 80
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2l Agustus 2Ol8

/ 町 GUBERNUR NUSA TENGGtt TIMUR,レ
～

多
ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tangga1 21 Agustus 2018

多 SEKRETARIS DAERAH PROⅥ NS1/
NUSA TENGGARA TIMUR,

レ
3 POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI
NOMOR 012

NOREC PERATURAN DAERAH

(12-191/2018)多

NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
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pasal Z9
Perjanjian Keq'a Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah yang terahdilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum peraturan Daerahini berlaku, dinyatalan terap berlaku dengan ketentuan waiib disesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini.

BA.B ,CXI

XEIEIYTI'AIT PEIYUTI'P

Pasal EO
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya daram kmbaran Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tangga1 21 Agustus 2018

Z/ROBERT SIMBOLON

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 20lE

@sexnorenrs DAERAH PRovrNSI,
NUSA TENGGARA TIMUR,

/
/

(

10 MAIⅡG
ャBENED11

LEMBARAN DAERAH PROVINSI
NOMOR 012

NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :

(r2-rst/2081q
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pagal 29
Pe{anjian Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah
dilaksanakan oleh Badan Layanan umum Daerah sebelum peraturan Daerah
ini berlaku, dinyatakan tetap berraku dengan ketentuan wajib disesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini.

BAB I(xI
KETEilTUAIT PEITUTUP

Pa:aI 8O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah provinsi Nusa
Tenggara Timur.

TIMUR, }

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

f soxnerenrs DAERAH pRovrNsr y'
NUSA TENGGARA TIMUR,

POLO MAING

LEMBARAN DAERAH
NOMOR 012

NOREG PERATURAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :

(t2-tst/2o18l 4

Ditetapkan di Kupang
pada tangga1 21 Agustus 2018

/4 q. GUBERNUR
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Pasal 79

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah

dilaksanakan oleh Badan l,ayanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah

ini berlaku, dinyatakan tetap berLaku dengan ketentuan wajib disesuaikan

dengan Peraturan Daerah ini.

BAB ]Ofl
KBTENTUAII PEICUTI,IP

Pasal 8O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

TIMUR,b

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Agustus 2018

f snrnerants DAERAH PRoVrNSr,t
NUSA TENGGARA TIMUR,

ル
PヽOLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
NOMOR 012

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA

(12-191/2018)イ F

TIMUR TAHUN 2018

TENGGARA TIMUR :

Ditetapkan di Kupang
pada tangga1 21 Agustus 2018

‐
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PEIYJEI"ASAIT

,ERATURAN DA'RAH r""flii rusA rErrccARA TrMrrR
I{OMOR 12 TAHUI{ 2OI8

TEITTAI{G
PEIVGELOL/IAN BARANG MILIK DAERATI

UMUM

Dalam rangka menjamin terraksananya tertib administrasi dan
tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan
persepsi dan langkah secara integratif dan menyeluruh dari unsur_
unsur yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting datam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga mampu mewujudkan
pengelolaan barang yang memenuhi asas_asas pengelolaan barang yaitu
fungsional, kepastian hukum, transparansi, elisien, akuntabel
dankepastian nilai.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
(BMN/BMD) merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan
efektivitas dan akuntabilitasnya. perubahan peraturan pemerintah (pp)
Nomor 27 Tahun 2O14 menandai perhatian pemerintah pada kerangka
pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah yarrg
komprehensif.Dengan adanya perubahan aturan ini diharapkan dapat
meningkatkan sinergi antara pengelola Barang dan pengguna Barang
dalam mengelola BMN/BMD yang lebih baik, tertib, transparan, dan
akuntabel. Pengelolaan BMN/BMD secara lebih spesifik sudah dimulai
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan BMN/BMD, dimana telah diatur berbagai hal yarlg
berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan,

pemeliharaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban terhadap
BMN/BMD. Banyak hal yang menjadi latar belakang perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Salah satunya yaitu masih
banyaknya hasil audit temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BpK) yang

berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 yang berdampak pada opini audit yang diterbitkan. Temuan-

temuan itu khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi BMN/BMD,
BMN/BMD dalam sengketa, BMN/BMD hilang atau rusak berat, p
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BMN/BMD yang dimaniaatkan oleh pihak lain. dan penyusutan

BMN/BMD.

Dinamika pengelolaan BMN/BMD baik yang bersifat administratif

maupun utilitasnya tidak cukup tertampung dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Saat ini, pemerintah sedang

menggalakkan pembangunan infrastruktur melalui kerja sarna

pemerintah dan swasta, dan DJKN sudah mencoba untuk menampung

kebutuhan dari pengelola infrastruktur di dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tal:un 2014, sehingga Pengguna Barang yang bergerak di

bidang infrastruktur dapat lebih dinamis dan agresif memanfaatkan

BMN/BMD dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur.

Sebagi contoh, jangka waktu sewa dan jangka waktu Keq'a Sama

Pemanfaatan (KSP) yang lebih panjang dapat menjadi appetite (daya

pikat) bagi investor untuk melaksanakan kegiatan pembangunan

infrastruktur dengan memanfaatkan BMN. Prinsip tertib administrasi,

tertib hukum, dan tertib fisik (3T) selalu menjadi tugas besar

Kementerian/kmbaga untuk memastikan agar dapat dijatankan

dengan baik. Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur agar

mampu menopang pengelolaan BMN yang lebih modern dan 1T-

based adalah salah satu hal yang diharapkan dari perubahan ini.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 ^fallun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 taht:rr 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara /Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah&
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II. PASAI, DEUI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukupjelas.4
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Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasa1 2O

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasl22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jeLas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

PaseJ27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup je1as.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 3O

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

CukuP jelas. n/
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Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup je1as.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasa] 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 5l
Cukupjelas. f-
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Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas-

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 6O

Cukup jelas.

Pasa.l 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukupjelas. 4!.
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Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 7O

Cukup jelas.

Pasal 7l
Cukup jelas.

Pasa-l 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasai 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR OLOO 4
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